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This paper aims to determine the policies implemented by the Papua 
National Narcotics Agency against drug trafficking. This article is a 
qualitative descriptive study. Data collection methods through 
interviews and literature study. Data analysis using descriptive 
analysis model. The results showed that the role of BNN Papua is very 
central in the eastern region and the Indonesian border. The policies 
that have been planned by BNN with multi-stakeholder have been 
implemented, but the new modes adopted by the international network 
vary. The drug subscription policy cannot be carried out by one 
institution only, it needs to be supported by other government agencies 
and the community. The need for a serious role for the regional and 
central government in both preventive efforts and subscription 
programs in synergy with the Papua Provincial BNN. 
 
Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan yang dilakukan BNN 
Papua terhadap peredaran narkoba. Artikel ini merupakan penelitian 
deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data melalui wawancara 
dan studi pustaka. Analisis data dengan model analisis deskriptif. 
Hasil penelitian menunjukkan peran BNN Papua sangat sentral di 
wilayah timur dan perbatasan Indonesia. Kebijakan yang telah 
direncanakan BNN dengan multistakelholder sudah dilakukan namun 
modus baru yang dilakukan jaringan internasional bervariasi. 
Kebijakan penangganan narkoba  tidak bisa dilakukan satu lembaga 
saja, perlu didukung instansi pemerintah lain dan masyarakat. 
Perlunya peran serius Pemerintah daerah dan pusat baik dalam usaha 
preventif dan program penangganan yang bersinergi dengan BNN 
Provinsi Papua.  
 
Pendahuluan  
Masalah narkoba di Indonesia merupakan masalah penting yang segera diselesaikan 
pemerintah. Hal ini dikarenakan narkoba merusak mental generasi muda serta memiliki dampak 
kesehatan, sosial, dan budaya di masyarakat. Daerah perbatasan antar negara menjadi daerah 
sasaran jaringan internasional narkoba untuk dijadikan jalur dagang baik melalui darat, laut 
maupun udara. Indonesia merupakan salah satu pasar potensial bagi pemasaran narkoba.  Hasil 
penelitian terkait peredaran narkoba di Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Kalimantan Barat 
menunjukkan bahwa setiap daerah memiliki pola yang hampir sama namun tidak menjelaskan 
bagaimana peran multistakeholder dalam penangganan narkoba.  Data Peredaran Narkoba di 
Kepulauan Riau dan Provinsi Kalimantan Barat menunjukkan bahwa Provinsi Kalimantan Barat 
terkait daerah perbatasan menunjukkan ada kerjasama antara tersangka pengedar narkoba 
memasuki wilayah perbatasan dengan kendaraan darat (truk, motor dan mobil) dan 
menggunakan kerjasama oknum pegawai negeri sipil. Jaringan internasional turut membantu 
dalam peredaran narkoba. Kelemahan perbatasan Jagoi Babang dan PPLB Entikong tidak 
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tersediannya pengawasan yang ketat, minimnya alat pendekteksi di pos lintas batas, dan adanya 
oknum aparat yang ikut bermain. Sedangkan temuan di Kepulauan Riau menunjukkan bahwa 
barang yang keluar dari Malaysia tidak ketat. Kantor Bea Cukai Malaysia belum ada komitmen, 
oknum sindikat narkoba mendapatkan perlindungan dari keluarga kerajaan Johor. Wilayah 
perairan perbatasan Indonesia dengan Malaysia melalui perairan perbatasan dan pelabuhan 
tikus(Muhammad, 2016).  
Tujuh puluh persen wilayah Indonesia merupakan wilayah laut dengan garis pantai 
sepanjang 55000 km (Luar Negeri Kementerian, 2018), situasi perbatasan sendiri menurut data 
Pos Lintas Batas Negara (PLBN) masih terdapat 52 titik jalan tikus yang masih rawan dan 
kurang perhatian pemerintah. Hal ini mengancam daerah perbatasan Indonesia (Gabriella, 2019). 
Selain itu temuan para peneliti bahwa isu kejahatan transnasional terjadi karena kurangnya 
pengawasan serta kerja sama. Negara – negara lemah pada umumnya akan lebih rawan terkena 
dampak pada aspek sosial, ekonomi, dan politik. (Utama, 2016; Shintasari, 2018) Dalam kategori 
tinjauan peran Indonesia terkait isu transnasional, secara nasional kerjasama BNN sangat 
dibutuhkan sebagai penyampaian persamaan visi dan misi untuk kepentingan negara.  
Jaringan internasional mulai melihat Perbatasan Papua menjadi sasaran jalur narkoba 
karena masih ada jalur yang minimal pengawasan. Dibandingkan melalui bandara internasional 
di Jakarta, jaringan internasional mulai melirik jalur lewat darat maupun laut di perbatasan 
Papua. Salah satu wilayah Indonesia yang menjadi sasaran penyeludupan narkoba adalah 
Provinsi Papua, hal ini tidak terlepas karena salah satu kawasan yang masih menerapkan 
perdagangan tradisional dan kekerabatan dalam berdagang. Ancaman narkoba di Provinsi Papua 
menjadi serius karena ada zona merah dalam peredaran narkoba dan zona daerah yang dijadikan 
tempat menanam ganja. Deputi Pemberantasan BNN Arman Depari mengatakan perbatasan 
negara memang merupakan titik rawan peredaran narkoba di Indonesia, khususnya di perbatasan 
laut. Menurutnya 80 persen narkoba di Indonesia masuk melalui pelabuhan-pelabuhan.(Alfian 
Tirto, 2020). Jika dilihat lebih khusus bahwa Provinsi Papua menangani 18 kasus narkoba 
dengan total tersangka 18 orang sepanjang 2019. Dari tersangka tersebut 2 adalah warga negara 
Papua New Guinea (PNG). Menurut Brigjen Pol. Jackson Lapalonga bahwa 2% dari total 
penduduk Papua terpapar narkoba yang terdiri dari usia produktif. Masuknya narkoba dan ganja 
ke Papua melalui jalur darat melalui PNG dan jalur laut (papuatoday.com, 2019).  
Secara demografis menunjukkan bahwa pengguna narkoba adalah pekerja swasta, 
wiraswasta, siswa/pelajar dan buruh yang berusia di atas 30 Tahun dengan tingkat pendidikan 
SLTA. BNN memperkirakan angka kejadian penyalhgunaan narkoba di Indonesia mencapai 
sekitar 5,1 juta orang di tahun 2015. Pada Tahun 2010 pengguna narkoba dari kalangan siswa / 
pelajar berjumlah 3,8 juta orang. Hal ini menunjukkan penyalahgunaan narkoba di Indonesia 
sudah mengkhawatirkan.(Simela Victor, 2015) Beberapa SMA/SMK di daerah Entrop masuk 
dalam kategori rawan peredaran narkotika. Hal ini diakui Kepala Bidang Pencegahan dan 
Dayamas Badan Narkotika Nasional Provinsi Papua, Kasman, S.Pd, M.Pd mengungkapkan, 
bahkan ada satuan pendidikan di wilayah tersebut yang 50 persen siswanya adalah pengguna 
narkoba (pospapua.com, 2019). Fakta ini menjadi hal serius yang perlu segera ditanggani 
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pemerintah. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk menekan penurunan pengguna 
narkoba bagi pelajar. Langkah kebijakan pemerintah akan tepat dengan segera menindaklanjuti 
penyelesaian narkotika di Kota Jayapura.  
Berbicara kasus narkotika yang melibatkan wilayah perbatasan, pemerintah daerah harus 
memanfaatkan jaringan yang sudah dibangun negara. Pada tingkat tingkat regional terdapat The 
ASEAN Senior Officials on Drugs (ASOD) dan forum kepolisian antara negara anggota ASEAN 
yang ruang lingkup kerjanya melakukan kordinasi dalam tindak pidana narkotika transnasional. 
Badan ini melakukan kordinasi kegiatan yang berkaitan dengan pengawasan narkotika dalam 
lingkup organisasi PBB (Priangani et al., 2020). Pemerintah telah berupaya mengatasi 
permasalahan narkoba melalui Badan Narkotika Nasional (BNN) agar dampak narkoba 
merajalela.  
Provinsi Papua memiliki letak geografis yang berbatasan langsung dengan Negara Papua 
Nugini. Wilayah perbatasan ini dapat dilewati melalui jalur darat dan laut. Permasalahan ini 
menjadi krusial di ranah kebijakan politik, sosial, ekonomi, budaya, dan hukum. Kasus 
Narkotika Provinsi Papua meliputi peredaran ganja, shabu, dan pil. Kasus peredaran narkotika 
menyangkut anak, dewasa dan tua. Bahkan perempuan menjadi sasaran kurir internasional dalam 
peredaran narkotika. Adanya permasalahan peredaran narkotika di wilayah perbatasan maka 
penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai peran Badan Narkotika Nasional (BNN) 
dalam penanggulangan narkotika. Permasalahan narkoba di Indonesia sangat serius dalam 
mengancam keamanan nasional. Masyarakat yang telah terkena narkoba akan mengakibatkan 
kerusakan syaraf sehingga SDM berpengaruh dalam pembangunan bangsa. Jika dilihat dari pola 
kasus yang ada di Indonesia, narkoba tidak hanya sasarannya pada anak, remaja, orang tua, 
pengangguran namun artis juga terlibat dalam perdagangan narkoba.  
Berdasarkan hasil survei BNN pada tahun 2015, prevalensi penyalahgunaan narkotika 
adalah 2,18% atau setara dengan 4,2 juta jiwa. Tercatat 33 orang per hari meninggal akibat 
dampak penyalahgunaan arkotika. Hal inilah yang kemudian menjadikan Indonesia sebagai 
pangsa pasar potensial bagi para pengedari narkotika sindikat internasional(Priangani et al., 
2020).  Indonesia di ranah ASEAN sebagai pasar terbesar dalam penjualan narkotika. BNN 
menyatakan posisi Indonesia sebagai urutan tertinggi diantara negara ASEAN lainnya (Lusia 
Sinta Herindrasti, 2018). Peredaran narkoba selain disebabkan produksi di dalam negeri, pasokan 
dari luar negeri masih banyak dengan kaitan jaringan internasional. Bahkan analisis penelitian 
lain terkait narkoba di perbatasan  di Kalimantan dan Malaysia menunjukkan bahwa factor 
kemiskinan dan kurangnya penjagaan sebagai factor utama (Lusia Sinta Herindrasti, 2018). 
Penelitian ini menggunakan konsep stakeholder yaitu individu, kelompok atau organisasi 
apapun yang memiliki perhatian terhadap sumberdaya atau hasil organisasi atau dipengaruhi oleh 
hasil tersebut (Bryson, 2004). Bryson mengemukakakan analisis peran pemangku kepentingan 
dimulai dengan menyusun stakeholder pada matriks dua kali dua menurut interest (kepentingan) 
stakeholder dalam mempengaruhi masalah tersebut. Interest adalah kepentingan yang dimiliki 
stakeholder dalam pembuatan kebijakan, sedangkan yang dimaksud dengan power adalah 
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kekuasaan yang dimiliki oleh stakeholder untuk mempengaruhi atau membuat kebijakan 
(Bryson, 2004;30).  





Subject Players   
Crowd Contest setter 
power (kekuasaan)                          Tinggi 
Sumber:(Bryson, 2004) 
Dalam konteks kebijakan maka peran multistakeholder mampu mendukung sebuah 
tujuan dari kebijakan yang akan dicapai. Konsep peran stakeholder akan dilihat berdasarkan 
kepentingan dan kekuasaan yang menjadi motivasinya. Wilayah perbatasan menimbulkan 
masalah serius jika terjadi peredaran narkoba pada suatu negara karena berhubungan dengan 
keamanan negara baik dalam pengawasan wilayah perbatasan darat dan laut. Subjek yakni 
lembaga akan dilihat bagaimana kapasitas perannya mempuyai kepentingan maupun pengaruh 
kekuasaan. Maka pertanyaan yang hendak dikemukakan pada penelitian ini adalah Mengapa 
peredaran narkoba masih terjadi di perbatasan Papua dengan Papua Nugini, bagaimana peran 
BNN Papua dan stakeholder dalam kebijakan penangulangan peredaran narkoba? Tujuan 
penelitian adalah untuk mengetahui dan mengungkap permasalahan yang berkaitan dengan isu 
peredaran narkoba di perbatasan Papua dengan Papua Nugini, dan peran BNN Papua telah dan 
perlu dilakukan dalam kebijakan. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi 
pemerintah dan masyarakat dalam penangganan peredaran narkoba di perbatasan Papua dan 
Papua Neugini.  
Metode 
Peredaran narkoba antar negara melalui perbatasan merupakan bagian dari kejahatan lintas 
negara. Dalam studi ilmu sosial, kejahatan narkoba menyangkut masalah yang berkaitan dengan 
masalah sosial dan hukum. Dari ranah sosial akan dilihat kebijakan stakeholder dan pola 
peredaran narkoba. Mengingat keamanan manusia menjadi salah satu peran negara hadir, maka 
perlu memperhatikan pola peredaran narkoba pada lintas perbatasan negara dan kerja sama antar 
stakeholder dengan BNN Papua menjadi sorotan kasus peredaran narkoba. Penelitian lapangan 
dilakukan di Provinsi Papua yang wilayahnya masuk dalam perbatasan Papua dengan Papua 
Nugini. Penelitian ini dilakukan mulai awal Januari 2020 sampai Agustus 2020. Penelitian ini 
menggunakan metode kualitatif. Dalam teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi 
kepustakaan dan wawancara pada stakeholder yang berkaitan dengan narkoba di perbatasan. 
Narasumber atau informan dalam wawancara terdiri dari BNN Papua, Kemenkumham Papua, 
Kantor Pos Lintas Batas, Polres Kota Jayapura dan masyarakat. Setelah melakukan pengumpulan 
data dilanjutkan dengan analisis sehingga diperoleh gambaran jelas terhadap masalah yang dan 
menjawab pertanyaan rumusan masalah.  
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Hasil dan Diskusi  
Peran BNN Provinsi Papua 
Secara sosiologis peran adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau prilaku 
yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangku suatu posisi dan 
melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang 
menjalankan peran tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa 
yang dijalankan sesuai dengan keinginan diri lingkungannya. Peran secara umum 
adalah kehadirian di dalam menentukan suatu proses keberlangsungan (Soekanto, 2002). Upaya 
pencegahan dan penanggulangan peredaran narkoba di perbatasan telah dilakukan baik secara 
preventif dan represif. Tindakan preventif BNN Provinsi Papua melakukan sebelum 
penyimpangan sosial dan pelanggaran terjadi. Tindakan preventif yang dilakukan BNN Provinsi 
Papua meliputi sosialisasi bahaya narkoba, pendataan daerah persebaran narkoba, kerjasama 
dengan Pemerintah Provinsi Papua terkait penanggulangan narkoba. 
 Berdasarkan hasil wawancara dengan kasi bidang Badan Narkotika Nasional Provinsi 
Papua bahwa BNN Papua telah melibatkan elemen masyarakat dari anak sampai orang tua. 
Selain itu memberikan sosialisasi dan pendampingan pada daerah yang menjadi persebaran 
narkoba dan sekolah. Pihak BNN juga berkoordinasi pada masyarakat yang masuk dalam daerah 
persebaran narkoba, namun masih saja ada masyarakat yang menutupi pihak BNN maupun 
kepolisian jika terdapat patroli penanggulangan masyarakat. Selain itu daerah yang terdapat 
temuan masyarakat sebagai pengedar maupun pengguna mendapat pendampingan dari BNN baik 
pendampingan psikologi dan pemberdayaan masyarakat. Dalam upaya preventif ini BNN 
memantau jaringan internasional maupun jaringan internal baik di LP maupun sekolah.  
 Sedangkan upaya represif yaitu memberikan sanksi terhadap pemakai, pengedar, bandar, 
produsen dan jaringan internasional. Selama ini BNN Papua melakukan kerjasama dengan 
apparat kepolisian, rumah sakit yang menerima rehabilitasi dan pemerintah daerah. BNN 
menjalin kerjasama dengan rumah sakit di Makasar dalam rehabilitasi pemakai narkoba. Dalam 
Undang-Undang No 35 Tahun 2009 pengguna atau pecandu mendapatkan hukuman lebih ringan 
namun yang lebih membahayakan pengedar karena ada ketergantungan dengan pecandu 
narkoba. Beberapa stakeholder dilibatkan BNN untuk memberikan sanksi bagi pengguna 
narkoba sesuai Undang-undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika dengan ancaman 
hukuman paling lama 15 tahun (Herlina, 2020). Selain itu BNN Papua melakukan pendampingan 
anak dibawah umur yang terkena narkoba.  BNN Papua dalam melakukan program kerja 
menggunakan dana APBN namun dana masih minimal dalam pelaksanaan di lapangan. Wilayah 
papua meliputi perbatasan yang menjadi kerawanan peredaran narkoba. Perlu adanya 
penambahan anggaran dari pemerintah pusat dan PEMDA Papua.dilihat dari aspek kekuasaan di 
wilayah Provinsi bahwa peran pemimpin pemerintah daerah mempengaruhi dalam kebijakan 
penangganan narkoba. Kepentingan BNN untuk mencegah peredaran demi kemajuan SDM 
generasi muda, kepentingan dalam mencapai visi dan misi BNN sangat tinggi namun masih 
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belum didukung pemerintah daerah dalam pendanaan dan akses penambahan anggaran dari 
pemerintah pusat.  
Dalam program multistakeholder telah disahkan Peraturan Daerah No 06 Tahun 2018 
tentang Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Dan Zat Adiktif lainnya. 
PERDA ini sudah dibuat bersama-sama dengan PEMDA dan stakeholder terkait tetapi sejauh ini 
PERDA tersebut belum dijalankan oleh Pemerintah. BNN sendiri tidak mengetahui dimana 
kesusahannya sehingga perda ini tidak bisa berjalan dengan baik. BNN telah melakukan 
pengecekan di Departemen Dalam negeri tetapi belum di jalankan oleh PEMDA.  Selain itu 
dalam proses pendampingan korban narkoba, BNN melakukan pendampingan dan rehabilitasi. 
Namun terdapat kendala. Provinsi Papua dan Papua Barat belum memiliki tempat rehabilitasi 
untuk pengguna dan pengedar narkoba. BNN Papua memerlukan dukungan pemerintah pusat 
dan pemerintah Provinsi Papua dalam membangun dan fasilitasi rumah sakit untuk rehabilitasi 
narkoba dan pendampingan psikologi. Dalam kasus Narkoba BNN biasanya membuat 
Assesment rekomendasinya di rehap Biasanya setelah dijatuhi hukuman oleh hakim langsung 
dimasukkan ke lapas. Hal ini dirasakan tidak efektif karena mereka tidak di rehabilitasi. 
Sehingga setelah mereka selesai menjalani hukumannya mereka akan kembali sebagai pemakai 
narkoba bahkan juga pengedar. Apabila ingin direhabilitasi maka pemakai tersebut harus dikirim 
ke makasar untuk direhabilitasi.  
Pola Peredaran Narkoba Perbatasan RI dan PNG  
Peredaran narkoba di perbatasan memiliki pola yang menarik dalam transaksi baik lokal 
maupun internasional. Pola peredaran melalui pengiriman barang lewat Pos maupun Paket 
menjadi transaksi yang telah lama ada namun mulai ada pola baru dengan memberikan lapisan 
barang atau benda untuk diselipkan sehingga tidak mudah diketahui sinar X. Selain itu pola 
tradisional masih terjadi sampai saat ini dengan pola barter antara masyarakat PNG dengan 
penduduk lokal di sekitar perbatasan. Pola barter ini dengan pertukaran narkoba dengan barang 
yang ditawarkan seperti sembako, uang, vanili dan alat elektronik. Selain itu menurut hasil 
penelitian Melpayanti Sinaga bahwa trend baru di perbatasan RI- PNG tidak hanya barter uang 
dengan narkoba tetapi adanya praktek perdagangan narkoba dengan sepeda motor dijual untuk 
menghasilkan uang, dibarter narkoba maupun narkotika di Senggi, Kabupaten Keerom (Sinaga, 
2019).  Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Jayapura, Gatut Setiawan berharap ada evaluasi yang 
dilakukan untuk kemudian memindahkan lokasi ke tempat yang lebih strategis dan tepat. Sebab 
pengawasan di wilayah itu, sudah sangat tidak efektif. “Lokasi Pos Lintas Batas Terpadu Laut ini 
seharusnya berada dekat dengan batas negara Indonesia – PNG. Supaya, dapat benar-benar 
mengawasi pelintas batas yang masuk dari wilayah perairan atau laut” (Sinaga, 2019). Perlunya 
pembangunan pos lintas yang berada di belakang pasar ikan hamada untuk memantau aktivitas 
laut. 
Wilayah perbatasan masih kurang dalam hal pembuatan batas negara, sudah ada batas 
negara yang sudah ditentukan Badan Pertanahan Nasional namun tidak ada Pos Penjagaan dalam 
jalan tikus. Menurut Dosen Hubungan Internasional UNCEN bahwa “Perlunya kerjasama seperti 
patroli masing-masing diwilayahnya khususnya jalan-jalan illegal dan kerjasama pembuatan 
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lebih pos lintas batas negara dari level negara” ( Joni Korwa, 2020). Kasus penyeludupan ini 
kebanyakan terjadi melalui jalan-jalan illegal (jalan tikus) disepanjang daerah titik perbatasan; 
bukan melalui pos lintas batas sehingga perlu penangganan ekstra dan tambahan personil di 
sepanjang pos lintas batas disepanjang perbatasan RI dan PNG (Ibid, 2020). 
Hambatan BNN dalam penanggulangan perdaran narkoba di perbatasan 
Peran aktif BNN Papua di wilayah perbatasan menjadi perhatian dengan pemetaan 
permasalahan dari hasil wawancara bahwa peredaran narkoba dilakukan di perbatasan karena 
factor kemiskinan masyarakat dan pengangguran yang masih bergantung pada hasil alam misal 
pinang, buah, sayur dan hasil pertanian. Selain itu masyarakat juga masih focus pada sector jasa 
dan sector ekonomi seperti rental mobil dan motor, jasa ojek, dan berdagang. Kendala yang 
dihadapi BNN Provinsi Papua dalam peredaran narkoba terkait dengan anggaran, bentuk 
kerjasama, tidak ada surat kerjasama yang lengkap. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan 
penulis, bahwa terdapat beberapa factor penghambat peranan BNN Provinsi Papua dalam 
penanggulangan narkoba.  
1. Dari segi geografis  
Perbatasan RI-PNG merupakan perbatasan yang panjangnya mencapai 760 km dari utara papua 
hingga membujur ke selatan papua. Keadaan geografis kawasan daerah perbatasan yang sebagian 
besar adalah hutan lebat dan gunung yang sulit dijangkau jika hanya menggunakan kendaraan 
biasa. Perbatasan dengan lautpun sangat luas sehingga sulit. Hal ini menyebabkan sehingga sulit 
untuk dijangkau. Banyaknya jalan pintas ( Jalan tikus) yang sudah diketahui oleh  para pelintas 
dalam membawa narkoba.  Kota jayapura salah satu kota yang padat penduduknya memiliki  
perekonomian yang maju sehingga untuk wilayah perbatasan  posnya sudah terpadu atau satu 
pintu. Sedangkan didaerah lain, belum adanya pelayanan satu pintu. Daerah yang luas dan pos-
pos perbatasan yang kurang di daerah wilayah perbatasan lain sehingga sulit untuk di jangkau. 
Wilayah perbatasan yang berada di daerah-daerah perkampungan ini sulit di jangkau karena 
medannya juga sangat berat. Sehingga tenaga yang bekerja juga sangat kurang untuk mengawasi 
setiap orang yang melewati daerah perbatasan.  
Tabel 1: Pola Peredaran Narkoba di Perbatasan Papua dan Papua Nugini 
Lokasi Perbatasan Papua  Proses peredaran  
Perbatasan darat jayapura dengan Pos 
Lintas Batas Papua New Guine 
Peredaran bekerja sama dengan jaringan 
internasional menggunakan orang yang 
tidak tahu jika terlibat narkoba, mereka 
dibohongi dengan tujuan bekerja dengan 
ikut piknik ke luar negeri, kemudian tas 
koper diganti dengan barang narkoba 
kemudian melanjutkan perjalanan sesuai 
rute yang ditentukan jaringan 
internasional. Masyarakat yang memiliki 
pendidikan rendah mudah terpengaruh 
masuk jaringan karena  tawaran (iming-
iming) uang.  
Selain itu ada proses peredaran yang 
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masih tradisional dengan Proses 
peredaran melibatkan masyarakat pada 
distrik terdekat dengan menganggap 
saudara dagang bagi pengedar. 
Perbatasan laut jayapura dengan Papua 
New Guinea  
Peredaran melalui jalur laut dengan 
perahu penumpang dan perahu nelayan. 
Bahkan model ini berganti dengan perahu 
kecil untuk mengelabui petugas polisi 
maupun BNN. Barang narkoba juga 
disembunyikan pada bawah perahu 
sehingga sulit untuk ditemukan jika ada 
sidak dari petugas.  
Perbatasan Waris Merauke Papua (darat) Perbatasan waris ini hanya bisa dilakukan 
dengan jalan darat dengan berhubungan 
langsung pada masyarakat sekitar.  
Perbatasan Merauke melalui Sungai Selain jalur resmi melalui perbatasan 
Waris merauke, jalur sungai Torasi dan 
Sungai Bresbeg. Biasanya masyarakat 
melakukan barter antara masyarakat 
Indonesia dengan Papua Nugini. System 
barter yang dilakukan dengan melalui 
pertukaran makanan, sembako dengan 
ganja maupun narkoba.  
Sumber : wawancara berbagai sumber  
ini seperti diungkapkan hasil penelitian LIPI bahwa perairan laut arafuru merupakan perairan 
yang sangat rentan terhadap berbagai ancaman, seperti tempat gangguan separatis  organisasi 
papua merdeka, tindakan-tindakan penyeludupan, penangkapan ikan secara illegal, maupun 
sebagai jalur migran illegal yang bertujuan ke Australia yang telah membentuk persepsi PNG 
bahwa perbatasan dengan Indonesia menjadi kurang aman (Sitohang, 2016). 
2. Faktor kurangnya kesadaran masyarakat 
 Selain itu minimnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang bahaya narkoba 
sehingga anggapan seseorang dan keluarga cuek. Bahkan ketika salah satu anggota keluarganya 
atau tetangga satu wilayah terkena narkoba, berusaha melindungi atau menutupi pengedar 
narkoba. Menurut keterangan salah satu tim BNN Provinsi Papua mengatakan bahwa “beberapa 
wilayah yang dianggap daerah rawan (merah) ditemukan masyarakat akan menolak maupun 
tidak mau diajak bekerja sama dengan aparat pemerintah.”  
Kendala Kesadaran Masyarakat 
1. Kurang menyadari bahaya narkoba 
2. Partisipasi masyarakat kurang jika ada tetangga sebagai pemakai maupun pengedar dan 
tidak melaporkan kepada kepolisian maupun BNN Papua. Bahkan ada masyarakat yang 
melindungi sehingga menumbuhkembangkan peredaran gelap narkotika. 
 
3. Kurangnya sinergi kerjasama  
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Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan penyidik 
POLRI dan BNN akan melakukan penyelidikan terhadap penyalahgunaan peredaran gelap 
narkoba dan dalam prakteknya. Namun dalam prakteknya perlu kerjasama secara 
berkelanjutan dan mengusut sampai tuntas terkait jaringan. Kedua instansi ini seharusnya 
memberikan laporan secara tertulis dan dengan peta mapping sosial dan peredaran narkoba. 
Selain terkait kurangnya pemetaan sosial penyebab masyarakat dan pelaku melakukan 
peredaran maupun korban sebagai pengguna narkoba. Pemerintah kurang melakukan tes 
urine pada siswa –siswa ketika masuk sekolah (SMP, SMA dan jenjang perguruan tinggi). 
Selama ini tes urine yang dilakukan BNN Papua dengan sekolah hanya sedikit, belum 
seluruh sekolah. Seharusnya BNN dengan Dinas Pendidikan Papua bekerjasama mengadakan 
tes urine sebagai salah satu syarat masuk sekolah sehingga ada dampak positif bagi SDM 
generasi muda.  
 
4. Kurangnya pembiayaan anggaran dalam sebuah program 
Pihak BNN Papua mengakui jika kerjasama sudah terjalin dengan berbagai instansi 
namun belum ada kebijakan real dalam anggaran dan program yang berkesinambungan 
sehingga program jalan sendiri antar instansi (Muhammad Safei, 2020). Menurut pegawai 
Pos Lintas Batas Papua menyatakan bahwa “terkait soal anggaran harusnya terbuka 
karena masalah narkoba menjadi serius bagi negara. Jika BNN Papua tidak memiliki 
anggaran yang mencukupi seharusnya pihak instansi berbicara langsung dengan 
Pemerintah Provinsi maupun instansi yang akan bekerja sama sehingga pemerintah 






Tabel 2: Data hasil Pelaksanaan Program Instansi Multistakeholder 
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pos lintas batas.  
 
Sinergi Multistakeholder dalam Penerapan Perda No 6 Tahun 2018  
Dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Penyalahgunaan 
Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya. Didalam PERDA ini telah mengatur dengan 
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jelas mengenai napza.harus adanya sinergi antara setiap lembaga atau multistakholder terkait 
agar tercapai Tujuan yang diinginkan seperti dalam PERDA ini. Cara PEMDA untuk melakukan 
sinergi agar PERDA ini berjalan baik adalah degan membuat Memorandum of Understanding 
(MOU) yang memuat nota kesepakatan, kesepahaman dan perjanjian kerjasama terkait Perda ini 
dengan setiap stakeholder terkait. Terutama antara BNN dengan Pemerintah Daerah agar dapat 
berjalan dengan baik. Karena kedua lembaga ini memiliki peranan yang sangat penting. Dengan 
begitu diharapkan setiap stakeholder dapat menjalankan tugasnya masing-masing. 
 
Selain itu diharapkan juga setiap stakeholder terkait dapat selalu melakukan rapat 
kordinasi baik antar lembaga di daerah maupun lembaga pusat untuk mengevaluasi bagaimana 
koordinasi antara lembaga-lembaga terkait. Selain itu harus adanya ketegasan dari para 
pemimpin untuk menertibkan daerah-daerah yang dianggap zona merah dalam pengedaran 
narkoba. Setiap orang yang ikut serta dalam mengedarkan narkoba baik secara langsung maupun 
tidak langsung harus diberika sangsi yang berat. Sehingga para pelaku ini menjadi takut untuk 
melakukan kejahatan ini. 
 
Kesimpulan  
Peredaran narkoba diwilayah perbatasan termasuk dalam kejahatan lintas negara 
(transnasional crime) atau yang sekarang dikenal dengan sebutan kejahatan terorganisasi lintas 
negara (transnational organized crime) adalah saalah satu dari sekian bentuk kejahatan yang 
paling menonjol dewasa ini. Bahkan boleh di klaim, kejahatan jenis ini memiliki dampak yang 
besar justru karena melintasi batas-batas negara.  Wilayah perbatasan yang cukup luas sehingga 
menyebabkan sehingga banyak sekali narkoba yang beredar di daerah-daerah khususnya Propinsi 
Papua. Untuk itu sangat dibutuhkan dukungan dari masyarakat dan stakeholder terkait untuk 
mencegah kejahatan narkoba. Dampak yang sangat besar banyak sekali orang-orang yang 
memakai narkoba di wilayah papua. BNN sebagai lembaga yang bertugas untuk memberantas 
narkoba, membutuhkan dukungan dari Pemerintah Daerah propinsi Papua.  Tidak hanya 
dukungan dari instansi tetapi juga dukungan berupa pengaturan yang mengatur tentang 
koordinasi antar lembaga sangat dibutuhkan. Kerjasama multistakeholder baik dari BNN Papua, 
lembaga pemerintah, lembaga swasta, institusi pendidikan dan masyarakat harus dilibatkan 
dalam program. Selain itu terkait kebijakan anggaran perlu direncanakan dalam program 
multistakeholder yang akan digagas bersama. Sangat diharapkan pemerintah untuk membangun 
Rehabilitasi bagi mereka yang memakai dan mengedarkan narkoba. Dengan adanya rehabilitasi 
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